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PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 60 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas dan 
Jaringannya; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tenteng Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4754); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 29); 

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat 
Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 

  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 
Nasional; 

                         12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang penggunaan dana kapitasijaminan kesehatan 
nasional untuk jasa pelayanan kesehatandan dukungan 
biaya operasional pada fasilitas kesehatantingkatpertama 
milik pemerintah daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 

  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 874); 

  14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah  Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); 

  15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 
144); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA 
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA 
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 

2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Tasikmalaya. 

6. Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat Puskesmas adalah 
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota 
Tasikmalaya. 

7. Kepala Puskesmas dalam Peraturan Walikota ini adalah 
Kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan 
Kota Tasikmalaya. 

8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat 
JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya 
disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan 
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non 
spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, 
perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan 
lainnya.  

10. DanaKapitasiadalahbesaran pembayaranper-
bulanyangdibayardimukakepadaFKTP berdasarkan jumlah 
peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkanjenis 
danjumlahpelayanankesehatanyang diberikan. 

11. SatuanKerjaPerangkatDaerahyangselanjutnya  disingkat 
SKPDadalahperangkatdaerahpada pemerintah daerah 
selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan 
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 
jaminan kesehatan. 

13. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban 
dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS 
Kesehatan. 

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan 
fungsi Bendahara Umum Daerah. 



‐4- 
 

 

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan 
rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

18. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai 
negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi. 

 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk 
memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota 
Tasikmalaya dalam Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Untuk Puskesmas dan Jaringannya di Kota 
Tasikmalaya. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk 
mengatur pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Untuk Puskesmas dan Jaringannya di Kota Tasikmalaya. 

 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal 
sebagai berikut: 
a. 
b. Pengelolaan dana kapitas

alokasi dana kapitasi JKN; 
i JKN; dan 

jasa pelayanan kesehatan. 

 
AB IV 

ALOKASI DANA KAPITASI JKN 

P

(1) Dana kapitasi yang diterima oleh puskesmas dan 
jaringannya dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan 
seluruhnya untuk : 
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan 
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

c. 
 

B

asal 4 
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(2) Alokasiuntukpembayaranjasapelayanankesehatansebagai
mana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap 

esar 60% 

(3) Alokasiuntukpembayarandukunganbiayaoperasionalpelaya
f 

ana 

n sebesar 30 % (tiga puluh 

LOLAAN DANA KAPITASI 

(1) Pengelolaan dan penggunaan dana kapitasi yang diterima 
oleh Puskesmas dan jaringannya dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dana kap ya sebelum 
diberlakukannya Peraturan Walikota ini, penggunaan dan 

(1) AlokasiDanaKapitasiuntukpembayaranjasapelayanankeseh
atan sebagaimana dima ud dalam Pasal 4 ayat 
(2)dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan 
kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non 
kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas 
dan jaringannya. 

 
 

Puskesmas dan jaringannya ditetapkan seb
(enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi. 

nan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1)huru
b ditetapkan sebesar40 % (empat puluh persen) dari 
penerimaan Dana Kapitasi. 

(4) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaim
dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan 
sebagai berikut:  
a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis 

habis pakai dialokasika
persen); dan 

b. kegiatanoperasional pelayanankesehatanlainnya 
sebesar 10% (sepuluh persen). 

 
 

BAB V 
PENGE

Pasal 5 

itasi yang sudah ditetapkan alokasin

pertanggungjawabannya dilaksanakansesuai dengan 
Peraturan Walikota ini. 

 
 

BAB VI 
JASA PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 6 

ks

(2) Pembagianjasapelayanankesehatankepadatenagakesehata
ndan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkandengan mempertimbangkan variabel: 
a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan  
b. kehadiran. 

(3) Variabeljenisketenagaandan/ataujabatansebagaimanadim
aksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut: 
a. tenaga medis, diberi nilai 150; 
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b. tenagaapotekeratautenagaprofesikeperawatan(Ners),dib
eri nilai 100; 

c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60; 
d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga 

kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah 
 

an 

 atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi 

uf

pai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 

tdan/ataupenugasankeluarolehK
 

ga non kesehatan 

 

Kete ngan: 
juml ilaidiperoleh dari nilaivariabeljenis ketenagaandan/atau jabatan 
itambahnilaivariabel kehadiran 

 
 

UAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 
Puskesmas Dan Jaringannya di Kota Tasikmalaya dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 

D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai
40; 

e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; d
f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15. 

(4) Tenagasebagaimanadimaksudpadaayat(3)yangmerangkapt
ugas administratif sebagai  Kepala  FKTP,  Kepala  Tata  
Usaha, 
tambahan nilai 30. 

(5) Variabelkehadiransebagaimanadimaksudpadaayat(2)hur
b dinilai sebagai berikut: 
a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan 
b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang 

diakumulasi sam
poin. 

(6) Ketidakhadiranakibatsaki
epala FKTP dikecualikan dalam penilaian  kehadiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(7) Jumlahjasapelayananyangditerimaolehmasing-
masingtenaga kesehatan dan tena
dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

 

 
Jumlahnilaiyangdiperoleholehseseorang 
-----------------------------------------------------  X  jumlahdana jasa pelayanan  
jumlah nilaiseluruh tenaga 

 
ra
ah n

d
 

 

BAB VI 
KENTENT

 

Pasal 8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN NOMOR 180 

 
 
 
 
 

14 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 
 

Ttd. 

 
 
Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 25 September 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 
 

Ttd. 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 

 

      

Ditetapkan di Tasikmalaya 
  pada tanggal 25 September 20

 
 

H. BUDI BUDIMAN 
 

 

 

 

 

 
 
 

H. I. S. HIDAYAT 
 

 

 

B

 
 
 
 


	PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
	NOMOR 60 TAHUN 2014
	WALIKOTA TASIKMALAYA,


